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 Abstract: Disciplinary policies and law enforcement 

of health protocols are policies formalized by the 

government in preventing and controlling COVID-

19. Bima Regent Regulation Number 37 of 2020 

concerning the Implementation of Discipline and 

Law Enforcement of Health Protocols as an effort to 

prevent and control Corona Virus Disease 2019. The 

implementation of Discipline and Law Enforcement 

of Health Protocols is a regulation ratified by the 

Regent of Bima as an effort to control the spread of 

COVID-19 in Bima Regency. . This type of research 

uses descriptive qualitative. The results of this study 

indicate that the implementation of the 

implementation of health protocols in Bima Regency 

has been carried out properly because the 

community already knows the rules for implementing 

and enforcing health protocols and knowing the 

importance of implementing health protocols. 

Research results Public compliance with health 

protocols is quite good and the application of health 

protocols in the Bima Regency area is in accordance 

with the Bima Regent Regulation Number 37 of 2020 

concerning the Implementation of Discipline and 

Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts 

to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019. 
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PENDAHULUAN 
 Dunia internasional dihebohkan dengan bencana luar biasa sejak bulan Desember 2019 

atau awal tahun 2020 oleh merebaknyapenyakit menular yang disebabkan olehCovid-19. Covid-

19 yang pada awalnyaberasal dari Kota Wuhan Negeri China tersebut telahmenyebabkan 

gangguan kesehatan bagimasyarakat dan menjadi pembunuh nomorsatu dengan jumlah kematian 

yang relativebesar.Disamping mengganggu kesehatan,penyebaran Covid-19 ini juga 

telahmengganggu seluruh aspek aspek penting kehidupan masyarakat dan rodaperekonomian dan 

aktivitas sosial kehidupan lapisan masyarakat.Negara jugadisibukkan dengan segala 

upayapengendalian penyebaran penyakit denganberbagai program kesehatan.Upayapengendalian 

penyebaran penyakit tersebuttidak hanya menguras keuangan negara,tetapi juga menguras pikiran 
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dan tenagaaparat pemerintah dan tenaga kesehatan.Sebagai wujud dari upaya pemerintahdalam 

mengendalikan penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah membuatberbagai kebijakan yang 

harus dilakukanatau dipatuhi dalam kehidupan masyarakatsehari-hari yang disebut dengan 

protokolkesehatan. Dalam protokol kesehatantersebut pemerintah telah mengeluarkanberbagai 

peraturan untuk membatasi gerakmasyarakat agar dapat menyendalikanpenyebaran Covid-

19.Salah satu peraturantesebut adalah Permenkes Nomor 9 tahun2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka PenangananCorona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

 Bupati Bima juga telah membuatkebijakan mengenai protokol kesehatanNomor 37 Tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019.Pemerintah Kabupaten Bima telah 

memiliki fasilitas umum sebagai unit perkantoran yang tentu banyak melaksanakan urusan 

birokrasi pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan. Kantor – kantor tersebut juga harus 

melakukan kewajibanprotokol kesehatan sebagaimana telahdiuraikan di atas, baik oleh 

peroranganyaitu pegawai yang bekerja di kantortersebut maupun bagi masyarakat dan tamuyang 

berkunjung ke kantor tersebut. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa parapegawai dan tamu 

yang berkunjung kekantor-kantor tidak sepenuhnya disiplindalam menerapkan protokol 

kesehatan,khususnya karena masih kurangnya upayadalam penjagaan jarak fisik serta masihada 

pegawai atau tamu yang tidakmenggunakan masker sebagai pelindungdiri.Kesadaran hukum 

akan aturan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bima merupakan suatu hal yangsangat 

penting sebagai upaya kita mencegah penyebaran Covid-19 karena dengan perilaku sadarhukum 

kita sebagai masyarakat artinya turut berperan mendukung pemerintah menurunkan 

angkapenyebaran Covid-19 yang lebih luas.  

 Hal inilah yang menjadikan kita harus patuh dan sadarpentingnya protokol kesehatan 

menghindari hal-hal yang menimbulkan efek dalam pekerjaanmaupun diluar pekerjaan. Nilai-

nilai dalam mentaati dan mematuhi protokol kesehatan tersebutharuslah selalu dijunjung tinggi 

dan dilaksanakan, sehingga perlu dan pentingnya kesadaran dankepatuhan hukum terhadap 

protokol kesehatan yang dilakukan seluruh masyarakat Kabupaten Bima dimasa pandemik 

sekarang ini dapat mengurangi laju penyebaran Covid-19, dan kita menjadi bagianpenting dari 

pemerintah untuk menerapkan aturan kesehatan dengan penerapan protokol kesehartanmasa 

pandemi. untuk itu peneliti mengambil topik tentang “Implementasi Peraturan Bupati Bima 

Nomor 37 Tahun 2020terhadap Keefektifan Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi 

Protokol Kesehatan Covid19 Di Kabupaten Bima” 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian inibersifat kualitatif. Data-data dianalisisdengan menggunakan 

metodedeskriptif analitis yaitumenggambarkan dan menganalisispermasalahan yang 

dikemukakan.Salah satu ciri penelitian dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak 

membutuhkan pemilihan sampel secara random. Dari segi sifatnya, penelitianini merupakan 

penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, 

gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suau gejala atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.Pendekatan 

yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal yang menempatkan hukum sebagai gejala 

sosial akan tetapihukum hanya dilihat dari sisi luarnya saja. Topik-topik penelitian sosio-legal 

inibiasanya berkaitan dengan efektivitashukum, kepatuhan terhadap aturan hukumdan 

sebagainya.Dari aspek lokasipenelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima, 

denganmenjadikan Dinas Puskesmas Woha sebagai objek penelitiannya.Pengumpulan data 
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lapangan dilakukandengan teknik wawancara, yakniwawancara mendalam (indepth interview). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Kesadaran dan kepatuhan hukum pada dasarnya merupakan suatu nilai-nilai yang harus 

dimilikimasyarakat untuk dapat tunduk dan taat terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto, 

kesadaranhukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau diharapkan” (Dody 

SaputraSimanjuntak, 2016:4).Menurut Selo Sumarjan, masalah kesadaran hukum berkaitan erat 

denganfaktor-faktor sebagai berikut. 

1. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, 

alatalat, organisasi dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan 

mentaatihukum. 

2. Reaksimasyarakat yang didasarkan pada sistem nilainilai yang berlaku. 

3. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil (H. R. Otje 

SalmanSoemodiningrat, 2009:52). 

 Perilaku patuh merupakan suatu sikap yang diharapkan dimiliki seseorang atau 

masyarakat untuk menghindari diri dari suatu perbuatan yang melanggar yang dapat 

menimbulkan suatu sanksiapabila seseorang atau masyarakat tersebut melakukan kesalahan. 

Perilaku patuh dapat diawasi dandiarahkan demi terlaksananya kaidah-kaidah hukum yang 

berlaku.Penulisan artikel ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dengan mengumpulkan 

fakta yang terkait kondisi terkini berdasarkan atas bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum 

perkerjaterhadap protokol kesehatan masa pandemi di Kabupaten Bima. Dengan adanya aturan 

protokolkesehatan memiliki tujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum 

dalammencegah penyebaran virus yang lebih besar, dan setiap pekerja yang merupakan 

masyarakat yangada di Kabupaten Bima harus mengerti, mematuhi, dan melaksanakan 

aturantersebut tanpa terkecuali. Berikut ini merupakan data pelaksanaan protokol kesehatan atas 

kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Bima  

 

Tabel 1. Data Pelaksanaan Protokol Kesehatan Atas Kebijakan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bima 
No.  Kriteria  Prosentase 

1  Memakai masker  100% 

2  Mencuci tangan  menggunakan sabun dan hand sanitizer 84,62% 

3  
Petugas keamanan unit wajib mengecek suhu tuhuh pegawai dan 

tamu dengan menggunakan thermal gun 
76,92% 

4  

Seluruh petugas kebersihan masuk kerja secara full team dan 

diminta membersihkan fasilitas umum, termasukmenyemprotkan cairan 

disinfektan pada beberapa sarana kerjasetiap 30 menit sekali 

82,05% 

5  Penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat secara berkala  69,23 

6  Membawa sajadah masing-masing ketika beribadah di musholla  64,1% 

7  Menyemprot cairan disinfektan ketika melakukan aktiviatas 0% 

 

 Berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan pada perilaku masyarakat kabupaten 

Bima dalam menerapkan sikap patuh akan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah setempat  secara keseluruhan atau 100% sudah menggunakan masker. 

Sebagian besar mencuci tangan denganmenggunakan sabun dan hand sanitizer serta 

membersihkan fasilitas umum, termasukmenyemprotkan cairan disinfektan pada beberapa sarana 

kerja setiap 30 menit sekali. Selainkewajiban yang dilakukan oleh individual, Kantor 

pemerintahan daerah dan unit unit dibawahnya juga harus menugaskanpetugas yang wajib 
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mengecek suhu tuhuh pegawai dan tamu dengan menggunakan thermal gun sertamelakukan 

penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja secara berkala.Yang masih harusmenjadi perhatian 

adalah masing-masing orang yang beribadah di musholla harusmembawasajadah masing-masing. 

Hal ini dapat menjelaskan bahwa untuk tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat di 

Kabupaten Bima dalam menerapkan Protokol Kesehatan dinilai cukup baik 

 Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan masa Covid-19 

di Kabupaten Bima ini dinilai cukup baik dilihat dari kasus yang terjadi selama masa pandemi 

hanya sebagian kecilmasyarakat yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19. Faktor-faktor 

penyebab yangmemengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap 

protokol kesehatan masapandemi Covid-19 di Kabupaten Bima, a) Faktor hukum, yaitu aturan 

dalam protokol kesehatantidak memiliki sanksi untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar 

protokol kesehatan sehinggamasih ada beberapa pelanggaran dalam menerapkan protokol 

Kesehatan, b) Faktor saran danprasarana, dalam menerapkan protokol kesehatan sarana dan 

prasana di Kabupaten Bima adabeberapa yang tidak digunakan secara optimal, seperti tempat 

cuci tangan dan pengecekan suhutubuh. Faktor pengetahuan masyarakat, hampir seluruh 

masyakarat Kbupaten Bima memilikipengetahuan tentang Covid-19 yang diperoleh baik dari 

tempat kerja maupun media masa. Upayayang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum 

pekerja terhadap protokol kesehatan masapandemi Covid-19 di Kabupaten Bima yaitu, a) Faktor 

Hukum, menerapkan kebijakan yangtepat dimasa pandemi, menegur secara tegas pekerja yang 

melanggar protokol Kesehatan, b) FaktorSarana dan Prasarana, yaitu dengan mengoptimalkan 

sarana dan prasarana penunjang protokolkesehatan serta melakukan tracing kesehatan kepada 

seluruh pekerja di Kabupaten Bima.Kemudian dari segi pengetahuan, yaitu  Kabupaten Bima 

memberikan sosialisasi tentang Covid-19 serta melakukan penjelasan pentingnya pengawasan 

setiap kegiatan yang dilakukan. 

 Dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pekerja terhadap protokol 

kesehatan masa pandemi Covid-19 upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bima 

berdasarkan faktor-faktor yangmemengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 1) segi hukum, Untuk 

terus meningkatkan nilai-nilai kesadaran dan kepatuhan hukum atas protokol kesehatan, 

Pemerintah daerah kabupaten Bima berupaya menerapkan kebijakan yangtepat dan diawasi untuk 

tetap melakukan prilaku disiplin di Kabupaten Bima, menegur secara tegas setiap masyarkat yang 

terindikasi melanggar ProtokolKesehatan dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang dirasa 

sesuai, 2) Segi sarana dan prasarana, Upaya yang dilakukan pada Sarana dan prasarana yang ada 

di Kabupaten Bima digunakan secara optimal, perbaikan fasilitas tempat cuci tangan penyediaan 

handsanitizer, sertapetugas pengecekan suhu tubuh selalu ada ketika pekerja akan memasuki 

tempat kerja, bannerbanner/ spanduk kecil tentang informasi seputar pencegahan Covid-19 di 

letakkan pada tempatyang strategis, 3) Dari segi pengetahuan, Upaya yang dilakukan yaitu 

dengan cara selalu mensosialisasikan aturan-aturan baru Covid-19, memberikan informasi terbaru 

seputar penyebaran Covid-19, memberikan pengarahan rutinkepada masyarakat serta motivasi 

yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhanmasyarakat dalam menerapkan 

protokol kesehatan. 

 

KESIMPULAN 
 Kepatuhan masyarakat terhadap protokolkesehatan cukup baik dan Penerapan protokol 

kesehatan di Wilayah Kabupaten Bimasudahsesuai dengan Peraturan BupatiBima Nomor 37 

Tahun 2020tentang Penerapan Disiplin danPenegakan Hukum ProtokolKesehatan sebagai 

UpayaPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.Disarankan perlu adanya 
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sosialisasiyang lebih gencar kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya penyebaran covid-

19.Aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan yang lebih tegas kepada kaum muda 

yangcenderung tidak perduli atas protokol kesehatan. Pemerintah perlu memberi informasi 

yanglebih meyakinkan kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

ataspenanganan covid-19 kembali pulih. 
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